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Abstract 

This study aims to examine the Influence of Transparency and Accountability of Village 

Fund Management To The Performance of Uteun Geulinggang Village Government, Krueng 

Geukueh, North Aceh. Data used in this research is primarydata as many as 38 sample with 

purposive sampling technique. The method used toanalyze between independent variables with 

dependent variable is multiple linearregression method and test of classical assumption. The 

simultaneous research results of transparency and accountability of village fund management 

have an effecton the performance of Village Government. While the results of partial 

researchvariables of transparency of village fund management have a significant effect on 

theperformance of Village Government, accountability variable of village fund management 

also have a significant effect to the performance of Uteun Geulinggang Village Government, 

Krueng Geukuh Aceh Utara. 
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PENDAHULUAN 

Wilayah Negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar 

dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatu nyaakan diurus seluruhnya oleh 

Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan 

pemerintahan sampai kepada seluruh pelosok daerah, maka perlu dibentuk suatu Pemerintahan 

Daerah. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung 

berhubungan dengan masyarakat (Sugiarti, 2015). Desa terkecil yang ada di Indonesia, 

mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan tingkat pendidikan relatif rendah, dengan 

pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. 

Menurut R. Bintarto (2012) Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan 

unsur-unsur fisiografis social ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat disitu hubungan dan 

pengaruh yang timbal balik dengan daerah-daerah lain. Kemudian menurut PJ. Bournen (2008) 

Desa adalah salah satu bentuk kunodari ribu orang, hampir semuanya saling mengenal 

kebayakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan,dan sebagainya usaha-

usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendakalam. Untuk mewujudkan desa yang 

maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat di suatu Desa. 

Proses pengelolaan dana Desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana Desa harus 

didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana Desa, dituntut 

adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu pilarnya 

adalah akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan 

segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah 
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Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Aceh yang 

telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi 

Desa dengan mengalokasikan dana Desa dalam APBD yang bersumber dari APBN.R. Bintarto 

(2012) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang 

(pimpinan/peja bat/pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya yang 

diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Mulgan (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang 

diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah 

bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Thoha (2007) 

menyatakan bahwa Governance menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur 

ekonominya, institusi dan sumber- sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan 

untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan 

rakyat. Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tuntutan yang harus 

dipenuhi oleh Negara dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu penyelenggaraan 

pemerintahan yang diharapkan bukan lagi pemerintah yang banyak memerintah, namun 

pemerintah yang sedikit memerintah atau pemerintah yang baik (better governance). 

Dalam rangka penyelenggaraan good governance maka ketiga unsur yang berada dalam 

ruang governance harus dapat bekerja dengan baik. Unsur-unsur yang dimaksud tersebut adalah: 

state (Negara atau Pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha) dansociety 

(masyarakat). Unsur-unsur tersebut akan berinteraksi menurut fungsi- fungsi yang harus 

dilakukannya. Pada masa yang akan datang diperlukan kerja sama dari unsur tersebut agar 

pemerintah benar-benar mampu memerintah (Desak Nyoman, 2015). Menurut (Sedarmayanti, 

2011), transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang 

dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan 

politik yang sehat dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Sedangkan menurut 

Mardiasmo (2006), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi 

yang terkait dengan efektifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang 

membutuhkan yaitu masyarakat. 

Ardianto (2007) transparansi Adalah keterbukaan secara sungguh- sungguh, 

menyeluruh dan member tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam 

proses pengelolaan sumber daya publik. Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan 

akuntabilitas adalah kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan 

perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk 

menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan 

kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dan transparansi dapat dilaksanakan dengan 

memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat 

pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat daerah dan 

masyarakat. 

Berdasarkan fenomenal dan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan Judul “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 

Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukueh, Aceh Utara”. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng 

Geukuh, Aceh Utara yang terdiri dari Geuchik, Sekretaris, Tuha Peut, Tuha Lapan, Kaur dan 

Masyarakat yang bersangkutan. Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau mewakili 

populasiyangditeliti). Untuk menentukan minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi 

diketahui, maka digunakan metode Probability Sampling yaitu metode pemilihan sampel secar 

aacak. Elemen- elemen populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. 
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Adapun teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, (Sugiyono, 2011). Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 38 responden pada Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukuh Aceh 

Utara. 

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan bebrapa teknik yaitu: 

1. Penelitian Lapangan (Field Reseach) yaitu pengumpulan data secara langsung 

dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh 

data primer dengan melakukan : (a). Pengamatan (Observation), Pengamatan 

yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung 

terhadap objek yang diteliti dengan mencermati dokumen- dokumen yang ada. 

Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang 

diperoleh sebelumnya adalah benar dan nyata. (b). Angket/Kuesioner, 

Angket/kuesioner dalam penelitian adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadinya,atau 

hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi 2006). Angket tersebut berupa daftarcheck 

list yaitu berisi butir-butir pertanyaan yang terdiri dari lima pilihan jawaban 

atau sering disebut dengan skala likert. Skala likert yaitu skala yang berisi lima 

kategori jawaban. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh landasan teori guna mendukung data primer yang diperoleh 

selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku serta referensi- referensi 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa 

memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,002 lebih kecil dibandingkan nilai tingkat 

signifikansi (0,05), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan 

dana Desa berpegaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, 

Krueng Geukuh Aceh Utara. 

2. Akuntabilitas pengelolaan dana Desa memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,004 lebih 

kecil dibadingkan nilai tingkat signifikansi, (0,05) dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukuh Aceh Utara. 

3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Tingkat 

signifikansi untuk variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa 

terhadap kinerja Pemerintah Desa sebesar 0,00 hal ini menujukan bahwa transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa secara simultan atau secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukuh 

Aceh Utara. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Transparansi pengelolaan dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukuh Aceh Utara. 

2. Akuntabilitas pengelolaan dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukuh Aceh Utara. 

3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa secara bersama-samaber 

pengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, 

Krueng Geukuh Aceh Utara. 
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